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Dipindai dengan CamScanner

Mengingat

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

a bahwa dalam rangka rneningkatkan efektivitas
penyelenggaraan dan kualitas pelayanan kepada
masyarakat, Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana
Teknis Daerah Balai Pengelolaan Air Minum Banjarbakula
perlu didukung dengan sumber daya marrusia yang
berkualitas;

b. bahwa untuk menjamin kebutuhan sumber daya manusia
pada Badan Layanan Urnum Daerah Unit Pelaksana Teknis
Daerah Balai Pengelolaan Air Minum Banjarbakula, perlu
pengangkatan pegawai yang berasaJ dari pegawai negeri
sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan
Layanan Umum Daerah perlu diatur pengelolaan sumber
daya manusia Badan Layanan Umurn Daerah yang berasal
dari tenaga profesional;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dirnaksud
pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Sumber Daya
Manusia Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana
Teknis Daerah Balai Pengelolaan Air Minum Banjarbakula
Pada Dinas Pekerjaan Umwn dan Penataan Ruang Provinsi
Kalimantan Selatan;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang
Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai
Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat ] Kalimantan
Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

Menimbang

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 03 TAHUN 2021

TENTANG

PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI PENGEWLAAN AIR MINUM

BANJARBAKULA PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANO
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
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3. Undang-Undang Nomor 17 Tabun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoncnia
Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara [Lembaran Ncgara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tarnbahan Lernbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tarnbahan Lernbaran Negara Rcpublik Indonesia
Nomor 5234), sebagairnana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183,
Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6398);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambah an Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubab
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tabun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

8. Peraturan Menteri Oalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Oaerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Oalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah [Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
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BAB I

KETENTUAN UMUM
Pnsul 1

I nhuu I rutunm Gubcrnur ini yun , dimuksud dengan:
I. Ducrnh udulnh Dncruh Provinsl Kalimantan Selatan.

r m rintuh Du nth udulnh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan,
,~. ubcrnur nduluh Gubcrnur Kalimantan Selatan.
4. Dinus Pekcrjuun Urnum dan Pcnataanan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan

yung sclnnjutnyu disebut Dinas adalah perangkat daerah yang
menyelenggumkun urusan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

5. I{ pula Diuus udalah Kepala Dines Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Provinsi Kulimuntan Belutan.

G. Unit Peluksuno Teknis Daerah Balai Pengelolaan Air Minum yang
sclunjutnyn discbut UprD BPAMBanjarbakula adalah Unit Pelaksana Teknis
Ducruh Pengelolnun Air Minurn Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruung Provinsi Kalimantan Selatnn.

7. Sudan Layunun Umurn Daerah yang selanjutnya disebut BLUD adalah
Sistern ynng diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinasj'badan daerah
dnlum mernberikan pelayanan kepada rnasyarakat yang mempunyai
Ileksibilitus dulnrn polo pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari
pcngeloluun daerah pada umumnya.

8. Fleksibilitua odulnh keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan
rnenerupknn praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada
musynrukut tanpa mencari keuntungun dalarn rangka memajukan
kesejnhternun umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

9. Pruktek blsuis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi
bcrdnsarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian
luyanun yang bermutu, berkesinarnbungan, dan berdaya saing,

1O. Pejabut Pengeloln BLUD Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Air Minum
Bunjnrbukulu yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola adalah Pejabat
Pengelola don Unsur Pimpinan SLUD yang bertanggung jawab terhadap
kinerju opernsional dan keuangan BLUn.

11. Remunerusi adnluh irnbalnn kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan temp,
honornrium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon darr/atau pensiun.

MEMUTUSl{AN:

M~"ch 1IUH\ : l1tl~ATURAN GUOLtl~NUJ~TENirANG PENOELOAAN SUMBER DAYA
MANU'IA HADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA
'1'1 I,Nt ' DJ\~RAH BAl ..Al PENOELOLAAN AIR MINUM
ANJAI{l AKULA PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN

PltNNl'i\AN l~UANO PROV1NSl KI\L1MAtfl'AN SELATAN.

10. J"'mhWtlll Gubornur Knlirnuntun Selutan Nomor 0106
·1Ahlin :2020 tCIltIH1R Tntu Kcloln Budun Layanan Umum
Dnernh Unit Pdnlumnu Toknls Daoruh Balai Pengelolaan Air
Mil\um Unnjnrbnkufn Pudn Dinus Pckcrjaan Umum dan
I ""ttUm 1'lHm~ Provinsl Kulirnuntnn Selatan (Berita
1 n mh PJl)Vitlf~1Kuliuumtun Scluton Nornor 106);
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BAHU
KEDUDUKAU DA11 STAnJS

Pasa13
(J) Sumber daya manusia aWD terdiri atas:

IJ. pejabat pengelola; dan
h. P(W/JWfJi.

(2) Peja hftt Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayar (1) huruf a
ber1JJnVJ{Un~awab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan
kcnijl1knn PJcktJibiJiUiS dan keuangan BWD dalam pemberian layanan..

(3) PCPftW/'l j sebagairnana dimaksud pada ayat (I) huru! b menyelenggarakan
kcp)Ht1m untuk mendulrung kinerja aWD.

(4) PejlJbf1tpengelola dan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal
dud:
IJ, fJcflpW(J i negcri ipil;dan / atau
b. pepj1Whi pernerintah dengan perjanjian kerja, sesuai dengan ketenruan

pUfJturan perundang undangan ..
(,») flLUD dnpat mengangkat Pejabat Pengelola dan pegawai selain sebagaimana

dlmakaud pfJd(,1ayat (4) dati prof Ional I..a.innya.
(6) PcnPJm~p.tnn eebagairnana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan

kebutuhan, profe Ionaliu , kernarnpuan keuangan dan bad.asackan prinsip
eli len i, ekonomi dan produktif dalam rneningkatkan pelayanan..

(7) Pejnhat Pen~eJ()1a dan pefl)Swai yang berasal dari tenaga pro _. naJ lainnya
~h(WI';r(llm(. djl'lUilurud pada ayat (5) dapat dipekerjakan seeara kontrak
IJUJU tetap.

(H) I'cjllhlJl Pengelola Y,tng bera r.J dari tenaga pro~ . n.al lainnya bagaim_sna
dirm.k ud fJYfj (5) di#Jn~t untuk jabatan paling lama 5 (lima) tahun,
dun dhP(Jl (jionppJt kembali untuk 1 (_ ) kaJj periode masa jabatan
berlkutnyu.

Pasal 2

Ruang llngkup Peraturan Oubemur ini rneliputi:
fl. pengadaan;
h, pr.rHytlralJm;
~, pengangkatan;
d. penempatan;
e. bnta uala;
I. rnnsn kerjn;
Po. hnk dan kewajlhan; dan
h. pern herhen ..ian.

1 , I (·'unJlJ! ran dlsfplln sdalah etiap ucapan, tulisan, atau perbuatan Tenaga
P nfr.bl nal OLUD yang tidak rnenaati kewajiban dan/ atau melanggar
Im'an~JH1 lrelr-ntuan dlslplln Tenaga Profeslonal awo, baik yang dilakukan
di ct tam maupun £11 IUBr jam kerja,

I" llukuman dl lplln adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Tenaga
I rofeulnnal I LUD karena rnelanggar peraturan disiplin Tenaga Profesional
I LUO,
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Pasal6
(1) Pemimpin sebagaimana dimaksud da1am Pasal 5 ayat (1) huruf a

mempunyai tugas:
a memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan

mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD agar lebih efisien dan
produktivitas;

b. merumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD serta kewajiban lainnya
sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh kepala daerah;

c. menyusun Renstra;
d. menyiapkan RBA;
e. mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis kepada kepala

daerah sesuai dengan ketentuan;
f. menetapkan pejabat lainnya aesuai dengan kebutuhan BLUD selain

pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundangan­
undangan;

g. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD yang dilakukan oleh
pejabat keuangan dan pejabat teknis, mengendalikan tugas pengawasan
internal, serta menyarnpaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja
operasional serta keuangan BLUDkepada kepala daerah; dan

h. tugas lainnya yang ditetapkan oIeh kepala daerah sesual dengan
kewenangannya

Pasal5
(1) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud da1am Pasal 3 ayat (1) huruf a

terdiri atas:
a Pemimpin;
b. Pejabat Teknis; dan
c. Pejabat Keuangan.

(2) Dalam hal Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal
dari Profesional lainnya BLUD, maka Pejabat Keuangan Bendahara
Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran wajib berasal dari PNS.

Pasal4
(1) Pengangkatan dan penempatan daJam jabatan Pejabat Pengelola dan

pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) dan ayat (5)
berdasarkan kompetensi dan kebutuhan Praktek Bisnis Yang Sehat.

(2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengetahuan,
keahlian, keterampilan, integritas, kepernimpinan, pengalaman, dedikasi dan
sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.

(9) Pengangkatan kembali untuk periode masa jabatan berikutnya paling tlnggi
berusia 60 (enam puluh) tahun.

(10) Pengadaan Pejabat Pengelola dan pegawai yang berasal dati profesional
lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan
jumlah dan komposisi yang telah disetujui PPKD.

- 5 -
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Pasal8
(1) Pejabat teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c

mempunyai tugas:
a. menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pe1ayanan

di bidangnya;
b. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai dengan

RBA;
c. memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan

pelayanan dibidangnya; dan
d. tugas lainnya yang ditetapkan oleh kepala daerah danj'atau pemimpin

sesuai dengan kewenangannya.
(2) Pejabat teknis dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab kegiatan teknis
operasional dan pelayanan di bidangnya.

(3) Pelaksanaan tugas pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
berkaitan dcngan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas
sumber daya manusia, dan peningkatan sumber daya lainnya.

Pasal7
(1) Pejabat keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b

mernpunyai tugas:
a. merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan;
b. mengoordinasikan penyusunan RBA;
c. menyiapkan OPA;

d. melakukanpengelolaan pendapatan dan belanja;
c. menyelenggarakan pengelolaan kas;
r. melakukan pengelolaan utang, piutang, dan investasi;
g. menyusun kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada

dibawah penguasaannya;

h. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
1. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan; dan

j. tugas lainnya yang ditetapkan oleh kepala daerah danj'atau pemimpin
sesuai dengan kewenangannya.

(2) Pejabat keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab keuangan.

(3) Pejabat keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1)dibantu oleh bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran.

(4) Pejabat keuangan, bendahara penerimaan, dan bendahara pengeluaran
harus dijabat oleh pegawai negeri sipil.

(2) Pernirnpin dalarn rnelaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab umum operasional dan
keuangan.

- 6-
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BABIV
PERSYARATANPENOANGKATAN

Bagian Kesatu
Pcjabat Pengelola Profesional Lainnya BLUD

Pasal 11
Persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat diangkat menjadi Pejabat
PengeloJa yang berasal dan Pegawai Profesional Lainnya BLUD meliputi:
a. Warga Ncgara Indonesia;
b. tidak pernah dihukum penjara atau lrurungan berdasarkan putusan

pengadilan yang sudah rnernpunyai kekuatan hukum tetap karena
melakukan suatu tindak pidana kejahatan;

Bagian Kedua

Pcgawai Profesional Lainnya BLUD
Pasal 10

(I) Kopala Dinas atas usuJ Pemimpin UPTD BPAM Banjarbakula mengangkat
dan memberhentikan Pegawai Profesional Lainnya BLUD.

(2) Usulan Pemirnpin UPfD BPAM Banjarbakula sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan setelah mendapatkan ma.sukan dari Pejabat Keuangan
dan Pejabat Teknis.

(3) Pengangkatan Pegawai Profesional Lainnya BLUD sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dilaksanakan melalui seleksi penerimaan oleh Panitia Seleksi
yang dibentuk Kepala Dinas atas usul Pemimpin UPTD BPAM Banjarbakula,

(4) Tala cara peiaksanaan eeleksi penerimaan Pegawai Profesional Lainnya
BLVD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur Iebih lanjut dalarn
Lampiran yang rnerupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Gubemur ini.

BABUI
KEWENANOAN DAN PROSES PENOANOKATAn

Bagian Kesatu
Pejabat Pengelola Profe ional Lainnya BWD

Panal 9
(J) Oubernur berwenang mcngangkat dan mernberhentikan Pejabat Pengelola

yang bcrasal dari Profcsional lainnya BWD sesuai dengan ma.sajabatannya..
(2) Oubcrnur mcmbcntuk panitia ACJcY.JJiuntuk melaksanakan pengangk.atan

sebaguimana dirnaksud pada ayat (1), atas UBU1Sekretaris Daerah,

(3) Tugas Panltia ScJCkHi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu meIakukan
eelckel calon Peja bat Pengelola untuk diajukan dan ditetapkan Gubernur
mclalui Sckretaris Daerah,

(4) Sclcksi calon Pejabat Pcngelola sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dilakukan melalui uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) sesuai
dcngan kcbutuhan dan kompetensi bakal calon sesuai syarat yang
diten tukan.

(5) Pcjabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipekerjakan
secare tetap dan kontrak.

-7 ..
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Bagian Kedua

Pegawai Profesional Lainnya BLUD
Pasa112

(1) Persyaratan yang hams dipenuhi untuk dapat diangkat menjadi Pegawai
Profesional Lainnya BLUD meliputi;
a. Warga Negara Indonesia;
h. tidak pemah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan

pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena
melakukan suatu tindak pidana kejahatan;

c. tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai PNS atau tidak
pemah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai swasta;

d. mempunyai pendidikan paling rendah SMAatau yang sederajat, kecuali
untuk tenaga tertentu seperti pramu bakti, petugas kebersihan, dan
satpam pendidikan paling rendah SMP;

e. berusia paling rendah 18 tahun pada saat seleksi penerimaan dan paling
tinggi 40 tahun;

f. mempunyai kecakapan, keahlian, dan keterampilan yang diperlukan;
g. berkeIakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan

Kepolisian;

h. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat Keterangan
Sehat dari Dokter Instansi Pemerintah;

1. tidak berkedudukan sebagai anggota dan/ atau pengurus Partai Politik
tertentu yang dibuktikan dengan surat Pernyataan; dan

j. lulus seleksi penerimaan PPPK BLUD.

(2) Usia paling tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dikecualikan
terhadap Pegawai Profesional Lainnya BLUD yang sudah mengabdi secara
terus menerus selarna 1 (satu) tahun sebelum UPTD BPAMBanjarbakula
menerapkan PPKBLUD.

c. tidak pemah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai PNS atau tidak
pemah diberhentikan dengan tidak bormat sebagai pegawai swasta;

d. mempunyai pendidikan serendah-rendahnya S1 atau yang setara;

e. berusia paling rendah 35 tahun dan paling tinggi 58 tahun pada saat seleksi
penerimaan;

f. mempunyai kecakapan, keahlian, dan keterampilan sesuai dengan posisi
jabatan yang diperlukan;

g. berkeIakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan
Kepolisian;

h. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat Keterangan Sehat
dati Dolder di lnstansi Pemerintah;

i. tidak berkedudukan sebagai Anggota. dan/atau pengurus Partai Politik
tertentu yang dibuktikan dengan surat Pemyataan;

j. lulus uji kelayakan dan kepatutan (Fit and Proper Test) bagi Pejabat
Pengelola oleh Panitia Seleksi yang ditetapkan Gubemur; dan

k, mengikuti seleksi pengangkatan Pejabat Pengelola

- 8-
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BABVI

PEMBERHENTIAN

Bagian Kesaru
Pejabat Pengelola Profesional Lainnya BLUD

Pasal14
(1) Pejabat Pengelola ProIesional Lainnya BLUD diberhentikan dengan horm t

karena:
a. meninggal dunia;
b. masajabatannya berakhir;
c. atas permintaan sendiri;
d. mencapai batas usia 65 tahun;
e. perampingan organisasi;
f. tidak cakap jasmani atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan

kewajiban sebagai Pejabat Pengelola;
g. tidak melalrukan perbuatan yang bertentangan de.ngan ketenruan

peraturan perundang-undangan;
h. terlibat dalam tindakan yang merugikan BLUD;
i. dinyatakan bersalah dalam putusan pengadilan yang telah berkekuatan

hukum tetap; dan
j. terlibat dalam tindakan kecurangan yang menyebabkan kerugian BWD.

negara dan Iatau daerah.
(2) Pejabat Pengeloia Profesional Lainnya BLUD dapat diberhentikan dengan

hormat tidak atas permintaan d.iri sendiri atau tidak dengan tidak honnat
karena:
a dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang

telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melalrukan tindak
pidana kejahatan yang ancaman hukumannya empat tahun atau lebih;

b. melakukan pelanggaran disiplin dengan kualifikasi tingkat berat; atau

BAS
B TAS USIA
Pasal l ....

(1) Masa jabatan pejabat pengelola ~. wai Pre ':. al Ls im "
Lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang unnu '~~ ..
lama 1 (satu) masajabatan berikutnva.

(2) Pegawai Pegawai Profesional Lainnva SLUD ds pat
diberhentikan untuk jangka waktu paling lam 1 (.., tu) tahun dan ;\ ·\t
diperpanjang sesuai fonnasi yang rersedis d I am jang ~1 " ... rru ~" ' bm :\ 1
(satu) tahun beriku tnya.

(3) Perpanjangan perjanjian kerja Pegawai Profesi 1Il.. Lainnva
sehagairnana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (_) dilakukan
keten tuan:
a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1_- dan
b. memiliki hasil penilaian kinerja dengsn nilai baik,

-9-
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BAB VII
REM UNERAS I
Bagian Kesatu

Umum
Pasal16

(1) Pejabat Pengelola dan Pegawai Profesional Lainnya BLUD diberikan
rernunerasi sesuai dengan tanggungjawab dan profesionahsme.

(2) Rem~er~i sebagaimana dirnaksud pada ayat (1), merupakan imbalan &cerja
yang diberikan dalarn komponen meliputi:
a gaji yaitu irnbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap sretiap bulan;
b. tunjangan tetap yaitu imbalan kerja berupa uangyang bersifat tambahan

perrdapatan di luar gaji setiap bulan;

Bagian Kedua
Pegawai Profesional Lainrrya BWD

Pasal 15
(1) Pegawai Profesional Lainnya BWD diberhentikan dengan h~Y..M~;

a meninggal dunia;
b. memasuki masa pensiun;
c. atas permintaan din sendiri;
d. mencapai batas usia 58 tahun;
e. perampingan organisasi UPrD BPAM Banjarbakula; arau
f. tidak cakap jasrnani atau rohani sehingga tidak dapar m~~

kewajiban,
(2) Pegawai Profesional Lainnya BWD dapat diberherrtikan dengan ~

tidak atas permintaan diri sendiri atau tidak dengan tidak horrnar karma;
a dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang

telah mempunyai kekuatan hukum temp karena melakukan tin.dak
pidana kejahatan yang ancaman hukumannya empat talnm atau Iebih;

b. melakukan pelanggaran disiplin dengan kualifikasi tingkat berat; atau
c. melakukan penyelewengan terhadap Ideologi l-1ey;lra P~

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau
terlibat dalam kegiatan yang menentang negara dan pemerintah ..

(3) Dalam hal telah mencapai batas usia 58 tahun sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d, Pegawai Profesional Lainnya BWD yang memi1iki sifat.
kekhususan karena keahlian tertentu dapat dilakukan perpanjangan rnasa
kerja sesuai dengan ketentuan peraruran perundang-undangan,

(4) Perpanjangan masa kerja Pegawai Profesional Lamnya BWD yang memiliki
sifat kekhususan karena keahlian tertentu sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diusulkan oleh oleh Pemimpin BLUDkepada Kepala Dinas.

c. melakukan penyelewengan terhadap jd~!IYi) n.~_j1I~
Undang-Undang Dasar Negara RepubJik Jndcnesia 7~hvn
terlibat dalam kegiatan yang rnenentang negara dan per:u;ri:-jt~~ .,
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Pasal18
Pengaturan renumerasi dalam Pasal 17 ayat (2) dihitung berdasarkan indikator
penilaian, meliputi:
a. pengalaman dan masa kerja;
b. ketrarnpilan, ilmu pengetahuan dan perilaku;
c. resiko kerja;
d. tingkat kegawatderurntan;
e. jabatan vang disandang: dan
f. hasil/capaian kinerja.

Pasal17
(1) Pengaturan remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1)

mempertimbangkan prinsip proporsionalitas, kesetaraan, kepatutan,
kesetaraan dan kinerja.

(2) Selain mempertimbangkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
pengaturan remunerasi dapat memperhatikan indeks harga daerah/wilayah.

(3) Untuk mengatur remunerasi BLUD, Gubemur dapat mernbentuk tim yang
keanggotaannya dapat berasal dari unsur:
a. Perangkat Daerah yang membidangi kegiatan BLUD;
b. Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan daerah;
c. perguruan tinggi; dan
d. lembaga profesi.

(5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan
Gubemur.

c. insentif yaitu irnbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan
pendapatan di luar gaji;

d. bonus atas prestasi yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat
tambahan pendapatan di luar gaji, tunjangan tetap dan insentif, atas
prestasi kerja yang dapat diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun
anggaran setelah BLUDmemenuhi syarat tertentu;

e. pesangon yaitu imbalan kerja berupa uang santunan puma jabatan
sesuai dengan kemampuan keuangan; danj'atau

f. pensiun yaitu imbalan kerja berupa uang.
(3) Pejabat Pengelola menerima remunerasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) meliputi:
a. bersifat tetap berupa gaji;
b. bersifat tarnbahan berupa tunjangan tetap, insen tif, dan bonus atas

prestasi; dan
c. pesangon bagi Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja dan

profesionallainnya atau pensiun bagi pegawai negeri sipil.
(4) Pegawai menerima remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

meliputi:
a. bersifat tetap herupa gaji;
b. bersifat tambahan berupa insentif dan bonus atas prestasi; dan
c. pesangon bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan

profesional lainnya atau pensiun bagi. Pegawai Negeri Sipil.

- 11 -
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BAB VIII

CUTI DAN DlSlPUN BAGI PEJABAT PENGELOLA DAN PEGAWAI PROFESIONAL
LAlNNYA BLUD

Pasal22
(1) Cuti dan disiplin bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai Profesional Lainnya

BLUD diberikan berdasarkan ketenruan peraruran perundang-undangan
yang mengarur ten tang cuti dan disiplin bagi PNS.

(2) Pelaksanaan cuti dan disiplin bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai Profesional
Lainnya SLUD sebagairnana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Kepal
Dines berdasarkan usulan Kepala UPTD BPAM Banjarbakula.

Bagian Ketiga
Rernunerasi di Luar Gaji

Pasal21
(1) Pejabat Pengelola dan Pegawai Profesional Lainnya BLUD dapat diberikan

remunerasi diluar gaji yang herupa tunjangan tetap, insentif, bonus atas
prestasi, pesangon, dan pensiun.

(2) Pemberian remunemsi di luar gaji sebagaimana dirnaksud pada ayat (1),
besarannya ditetapkan oleh Gubemur.

Pasn120
(1) Pcgaw ni Profesionnl Lainnya BLUD diberikan remunernai berupn gnji

s sbaguimanu dirnaksud dalum Pasal 16 aynt (2) huruf 6.

(2) Bcsaran gaji Pegawai Profcsional Lainnya BLUD sebagaimana dimaksud
pads. ayat (1) diusulkan oleh Pemimpin BLUD kepada Kepaln Dinas.

(3) Kepala Dinas sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) rnengusulknn besaran
gaji Pegawai Profesional Lainnya BLUD kepada Oubernur.

(4) Oubernur sebagairnana dimaksud pada ayat (2) menetapkan gaji Pegawai
Profesional Lainnya BLUDyang diberikan setiap bulan.

nnH'Un 1< dun
Oatii

PIlPJul 1<)
(l} jabut Pcng loin Profcslonnl Lninnya Dl..UD dibcriknn rernunernei berupa

~i s bugnimunu dimuksud dulnm PH~nJ 16 nynt (2) huruf a.

() Be irun gr\ji ynns. dibcriknn k pndn P jnbnt Pcngclola Profesionnl Lainnya
BLUD scbuguirnunn dirnnksud padn nynt (1) diuaulkan olch Kcpnla Dtnas
kepadu Gubcrnur.

(3) Gnji Pejnbut P ngcloln Profcsionnl Lainnya BLUD sebn nirnnnn dimnksud
padn nyat (2) dibcriknn setinp bulon.

.. 12
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BERITA DAERAH PROVINSIKALIMANTAN SELATANTAIiUN 2021 NOMOR ..I

Diundangkan di 8anjarbaru
pada tanggaJ .a 8 '1 ')" 1

' d t. I

SAHBlRlN NOOR

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 0 8 JA I ~

BABX
PENUTUP
Pasal24

Peraturan Gubernur ini berlaku pada tanggal 1 Januari 2021.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan
Selatan.

BABIX
PENILAIAN KINERJA BAGI PEJABAT PENGELOLADAN PEGAWAIPROFESIONAL

LAlNNYA BLUD
Pasal 23

(1) Pcnilaian kinerja Pejabat Pengelola Profesional merupakan hasil penilaian
kinerja daJam jangka waktu 1 (satu) tahun yang dilakukan oleh Gubernur
atas usulan Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.

(2) Penilaian kinerja Pegawai ProfesionaJ Lainnya BLVD merupakan hasil
penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang
ditandatangani oleh Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis selaku pejabat
penilai dan Pejabat Pengelola BLVDselaku atasan pejabat penilai.

(3) Penilaian kinerja Pejabat Pengelola dan Pegawai Profesional Lainnya BLVD
sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dijadikan sebagai bahan
pcrtimbangan untuk:
a. perpanjangan perjanjian kerja;
b. pemberian remunerasi; dan
c. pernberhentian dan/ atau pemutusan perjanjian kerja.

- 13 -
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n. Penyaringan Pegawai Profesional Lainnya BLUD
(1) Ujian penyaringan bagi pelamar yang memenuhi syarat dilaksanakan

oleh panitia yang dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan
BLUDBPAMBanjarbakula.

(2) Tugas Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
a. menyiapkan bahan ujian;

b. menentukan pedoman pemeriksaan dan penilaian ujian;
c. menentukan tempat dan jadwal ujian;
d. menyelenggarakan ujian;
e. memeriksa dan menentukan hasil ujian; dan
f. melaksanakan tugas lain yang dianggap perlu.

(3) Materi ujian
a. test kompetensi dasar; dan
b. tes kompetensi bidang;

(4) Materi ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan
be~asarkan kebutuhan yang ditetapkan oleh Pimpinan BLUD BPAM
Banjarbakula,

I. Syarat yang hams dipenuhi setiap pelamar untuk menjadi calon Pegawai
Profesional Lainnya BLUD adalah:
(1) warga Negara Indonesia;
(2) berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi

40 (empat puluh) tahun;
(3) tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan Keputusan

Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum temp, karena
melakukan suatu tindak pidana kejahatan;

(4) tidak pemah diberhentikan dengan honnat tidak atas permintaan
sendiri sebagai Pegawai Negeri atau diberhentikan tidak dengan hormat
sebagai Pegawai Negeriatau Swasta;

(5) mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian, dan ketrampilan yang
diperlukan;

(6) berkelakuan baik: dan
(7) syarat lain yang ditetapkan oleh Pimpinan BLUDBPAMBanjarbakula.

TATA CARA PELAKSANAANSELEKSI PENERIMAANPEGAWAIPROFESIONAL
LAINNY A BLUD

LAMPIRAN
PERATURANGUBERNURNOMOR 03 TAHUN 2021
PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH BALAI PENGELOLAANAIR MINUM
BANJARBAKULA PADA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANO PROVINSI KALIMANTAN
SELATAN

•
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SAHBIRIN NOOR

GUBERNVR

III. Pengangkatan Pegawai Profesional Lainnya BLVDBPAMBanjarbakula
(1) Pelamar yang dinyatakan lulus ujian penyaringan wujib mclakukan

pendaftaran ulang dengan menyerahkan bahan kelengkapan yong
ditetapkan oleh panitia.

(2) Pengangkatan calon Pegawai Profesional Lainnya BLUD ditetapkan
dengan Keputusan Pirnpinan BLVDBPAMBanjarbakula.

(3) Pengangkatan Calon Pegawai Profesional Lainnya BLVD dilakukan
dalam tahun anggaran berjalan dan penetapannya tidak berlaku surut.

(4) Bagi pelamar yang diterima sebagai calon Pcgawai Profesional Lainnyu
BLUD dan telah ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BLVD BPAM
Banjarbakula, maka ia harus melalui masa penilaian awal sclarna
3 (tiga) bulan dalam masa percobaan 2 (dua) tahun.

(5) Calon Pegawai Profesional Lainnya BLVD dapat diangkat menjadi
Pegawai Tetap BLVDapabila memenuhi syarat:
a. sudah rnenjalani masa percobaan selarna 2 (dua) tahun;
b. sehat jasmani dan rohani;
c. telah melalui masa penilaian 3 (tiga) bulan; dan
d. penilaian kinerja selama 2 (dua) tahun dengan sernua unsur

penilaian bernilai baik,
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